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KKG/MGMP/KKM/Pokjawas TA 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi seluruh Indonesia

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan (PKB), perlu diberikan bantuan pemberdayaan kelompok
kerja guru madrasah (KKG/MGMP/KKM/Pokjawas).

Sehubungan hal dimakusd, kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagaimana

berikut:

1. Melakukan sosialisasi program bantuan kepada seluruh kelompok kerja guru
madrasah di wilayah masing-masing;

2. Memastikan bahwa, seluruh persayaratann dan ketentuan dipahami secara
baik sebagaimana dalam petunjuk teknis;

3. Menegaskan bahwa, seluruh proses bantuan ini tidak ada pungutan dalam
bentuk apapun dan tidak ada pengkondisian kepada penerima manfaat,
sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis;

4. Pendaftaran dan unggah proposal dibuka pada 4 — 8 Desember 2025 melalui
tautan resmi https://gtkmadrasah.kemenag.go.id/simba;

5. Verifikasi dan seleksi proposal pada 9 — 11 Desember 2025;
6. Pengumuman penerima pada 15 Desember 2025.

Demikian disampaikan. Atas kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n.Direktur Jenderal
Direktur Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah,

Fesal Musaad

Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KG/MGMP/KKM/POKJAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

:a. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi
peran dan pemberdayaan KKG, MGMP, KKM dan
POKJAWAS, perlu diberikan Bantuan  untuk

pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keproiesian

b. bahwa wuntuk menjamin pelaksanaan Bantuan
Pemberdayaan KKG, MGMP, KKM dan POKJAWAS
Tahun Anggaran 2025 yang tertib, efisien, efektif,
transparan dan  berianggung jawab  dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu
ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan
KKG/MGMP/KKM/Pokjawas Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalain nuruf a dan hurul b periu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan
KKG/MGMP/KKM/Pokjawas Tahun Anggaran 2025.
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keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara

Menimbang
Berkelanjutan (PKB);
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Republik Indonesia Nomor 4286);
Pendidikan Nasio
Indonesia Nomor 4586);
Republik Indonesia Nomor 6995);
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KEDUA Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan dalam penyaluran Bantuan
Pemberdayaan KKG, MGMP, KKM dan POKJAWAS Tahun
Anggaran 2025.
KETIGA Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.
Ditetapkan di Jakarta pada
tanggai 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,
—_
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR J JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN KKG/MGMP/
POKJAWAS TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN KKG/MGMP/POKJAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidik merupakan
tenaga profesional. Hal ini dikuatkan kembali dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru dimana sebutkan bahwa
profesi guru merupakan profesi yang memiliki standar kompetensi tertentu.

Untuk kepala sekolah/madrasah, pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Standar Kepaia Sekoiah/Madrasah dan Peraturan Menter1 Agama Nomor 24
tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun
2017 tentang Kepala Madrasah. Kedua peraturan tersebut mensyaratkan
adanya kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga terkait
dengan pengawas, pemerinian ielan mengeluarkan rPeraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah yang
mensyaratkan standar kompetensi pengawas agar pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya dapat berjalan dengan baix.

Dalam kaitan dengan beberapa peraturan di atas, pemerintah juga
menyiapkan perangkat regulasi yang menjamin pemenuhan kewajiban dan
hak jabatan guru, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas. Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahiin ’)nno tontana Tahatan Thinacinnal (1111’11 Aon Anal-a Wraditnva dan
1 CLLiINALL v L1 \4“‘.]6 v ciwa Lml A7 AL LSOJU IV U EVERV VISV E Y Js“cl A%l LAuisLL ‘J L uuciis

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya. Secara khusus, Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2025
tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru merumuskan
strategi  tahapan dan standar pelaksanaan peningkatan kompetensi gurn
madrasah.

Semua Peraturan ini menegaskan pentingnya Program Keprofesian
Berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, kepala
madrasah, dan pengawas madrasah dalam menjamin layanan pendidikan
vang berkualitas.

Secara umum, dari hasil asesmen kompetensi guru dan tenaga
kependidikan madrasah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian
Agama menunjukkan hasil rerata capaian kompetensi guru kelas dan guru
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